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ABSTRACT

The implementation of physical development does not always in harmony with the spatial plan.
Diversion in function or spatial use can occur due to various factors such as operational fuctor,
administrative/political factor and market development. This condition indicated that spatial
use control is needed in order 1o achieve consistency between spatial use and spatial plan.

This article will discuss practical approach on actions needed in monitoring and controlling
spatial use, including the granting of development permit. Since the scope of discussion is
intended for Kabupaten Dati Il understanding the object of control which has different levels
hecomes important. Those levels are: block plan, site plan, zoning and pattern and structural
plan.

The control should start from the lowest to the highest level, sirictly and consistently. The
agency responsible for the control should be chosen based on the levels, therefore, should there
be any diversion, the responsible agency can be known immediately.

The control is conducted through inspection and investigation on the spatial diversion, The
sanction can be administrative or criminal. This control and sanction will  be effective if

conducted by a Special Team involving relafed agencies.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ruang wilayah negara yang meliputi ruang

lautan, ruang udara dan ruang daratan me-
rupakan sumber daya alam dan suatu sub-

sistem. Dalam sub-sistem terdapat sumber

daya manusia dengan berbagai macam ke-
giatan pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan tingkat peman-
faatan yang berbeda-beda yang apabila ti-
dak ditata secara baik dapat mendorong ke
arah ketidakseimbangan penanganan serta
ketidaklestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sub-sistem yang satu akan ber-
pengaruh pada sub-sistem lainnya yang pa-
da akhirnya akan mempengaruhi sistem ru-
ang secara keseluruhan. Pengaturan ruang
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menuntut dikembangkannya suatu sistem
keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini ber-
arti perfu adanya suatu kebijaksanaan nasi-
onal penataan ruang yang memadukan ber-
bagai kebijaksanaan penataan ruang.

Seiring dengan maksud tersebut, telah dike-
tuarkan Undang Undang Nomor 24 tahun
1992 tentang Penataan Ruang yang meng-
gariskan bahwa pelaksanaan pembangunan
baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Da-
erah harus sesuai dengan rencana tata ruang
vang telah ditetapkan. Dengan demikian pe-
manfaatan ruang berlangsung sesuvar de-

ngan rencana tata ruang,

Pelaksanaan pembangunan fisik tidak selalu
berjalan sesual dengan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan. Pelanggaran tata ru-
ang sering terjadi tanpa disadari. Pelang-
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garan ini disebabkan oleh berbagai faktor
seperti faktor teknik operasional, adminis-
tratif/politis dan perkembangan pasar. Kon-
disi ini mengisyaratkan bahwa untuk me-
wujudkan terciptanya pemanfaatan ruang
vang “tertib ruang” diperlukan tindakan pe-
ngendalian pemanfaatan ruang yang sung-
guh-sungguh.

Penyimpangan tersebut dapat terjadi karena
produk rencana tata ruang kurang memper-
hatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfa-
atan ruang) atau sebaliknya pemanfaatan
ruang kurang memperhatikan rencana tata
ruang vang telah disusun. Oleh sebab itu di-
perlukan suatu petunjuk/manual atau prose-
dur baku yang harus dipedomani oleh pe-
rangkat Pemnda Tingkat I dalam pengenda-
lian pemanfaatan ruang sesuai amanat yang
ditegaskan dalam UU No. 24/1992.

1.2 Tujuan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Dalam UU No0.24/1992 dinyatakan bahwa
penataan ruang adalah proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengen-
dalian pemanfaatan ruang. Tujuan dari pe-
ngendalian pemanfaatan ruang adalah untuk
tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Untuk mendukung usaha-usaha pengendali-
an pemanfaatan ruang di daerah, periu ada-
nya suatu pedoman/manual atau prosedur
baku vang akan dipedomani oleh instansi
terkait atau TKPR (Tim Koordinasi Penata-
an Ruang) Dati [ dan Il dalam melakukan
usaha pengendalian pemanfaatan ruang.

1.3 Dasar Hukum

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 dan
I8 Ul No. 24/1992.

Pasal 17

Pengendalian pemanfaatan ruang diseleng-
garakan melalui kegiatan pengawasan dan
penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
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Pasat 18

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan
ang diselenggarakan dalam bentuk pe-
laporan, pemantauan dan evaluasi

(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang diselenggarakan dalam bentuk
pengenaan sanksi sesuai dengan per-
undang-undangan yang berlaku.

1.4 Perfunya Pengendalian

Pengendalian pemanfaatan ruang merupa-

kan suatu piranti manajemen pengelolaan

kota yang sangat diperlukan oleh manajer

kota untuk memastikan bahwa perencanaan

tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ru-

angnya telah berfangsung sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Dengan ada- '
nya kegiatan pengendalian pemanfééaﬁm ru-

ang, maka akan dapat diketahui dan seka-

ligus dapat' dihindarkan kemungkinan terja-

dinya penyimpangan fungsi ruang yang ti-

dak terkendali dan tidak terarah sebagai-

mana yang telah ditetapkan dalam rencana-
tata ruang. Hal ini menunjukkan bahwa pe-

rencanaan tata ruang dan pengendalian pe-

manfaatan ruang merupakan dua sisi dari

satu mata uang . Pengendalian pemanfaatan

ruang akan berlangsung secara efektif dan

efisien bilamana telah didahului dengan

perencanaan tata ruang yang valid dan ber-

kualitas. Sebaliknya rencana tafa ruang:
vang tidak dipersiapkan dengan mantap

akan membuka peluang terjadinya penyim- -
pangan fungsi ruang secara efektif dan efi-
sien dan pada akhirnya akan menyulitkan
tercapainya tertib ruang sebagaimana telah
ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
akan berfungsi secara efektif dan efisien bi-
lamana didasarkan pada sistem pengenda-
lian yang menyediakan informasi yang aku-
rat tentang adanya penyimpangan pemanfa-
atan ruang yang terjadi di lapangan dan ke-
tegasan untuk memberikan reaksi yang te-
pat bagi penyelesaian simpangan-simpang-
an yang terjadi di lapangan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Oleh karena itu,
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perlu dipahami dan dipersiapkan dengan te-
pat mekanisme pengendalian pemanfaatan
ruang, baik yang terkait dengan piranti ma-
najemen maupun pengendalian pemanfaat-
an ruang yang diterapkan untuk menata me-
kanisme perizinan pembangunan yang ber-
laker di tingkat kabupaten.

II. PENGERTIAN DAN BATASAN

2.1 Ruang Lingkup dan Batasan Pe-
ngertian Pengendalian

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan
pasal 17 UU No.24/1992, pengendalian pe-
manfaatan ruang diselenggarakan melalui
kegiatan pengawasan dan penertiban terha-
dap pemanfaatan ruang serta melalui meka-
nisme perizinan bagi wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat H. Uratan berikut ini meli-
puti penjelasan kegiatan pengendalian seba-
gai piranti manajemen dan kegiatan pe-
ngendalian vang terkait dengan mekanisme
perizinan (dizgram 1).

a. Pengawasan

Suatu vsaha atau kegiatan untuk menjaga
kesesuaian  pemanfaatan  ruang  dengan
fungsi ruang vang ditetapkan dalam renca-
na tata ruang vang dilakukan dalam bentuk:

e Pelaporan: usaha atau kegiatan membe-
rikan informasi secara obyektif menge-
nai pemantaatan ruang baik yang sesuai
maupun yang tidak sesuai dengan ren-
cana tata ruang.

o Pemantauan: usaha atau kegiatan
mengamati, mengawasi dan memeriksa
dengan cermat perubahan kualitas tata
ruang dan lingkungan vang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang.

» Evaluasi: usaha atau kegiatan untuk
menilat kemajuankegiatan pemanfaatan
ruang secara keseluruhan setciah terle-
bih dahulu dilakukan kegiatan pelapor-
an dan pemantauan untuk mencapai tu-
Juan rencana tata ruang.

bh. Penertiban

Penertiban adalah usaha atau kegiatan un-
tuk mengambil tindakan agar pemanfaatan
ruang yang direncanakan dapat terwujud.
Tindakan penertiban dilakukan melalui pe-
meriksaan dan penyidikan atas semua pe-
langgaran dan kejahatan vang dilakukan
terhadap pemanfaatan ruang yang tidak se-
suai dengan rencana tata ruang. Bentuk pe-
ngenaan sanksi dapat berupa administrafif,
pidana dan perdata vang diatur dalam
perundang-undangan yang berlaku.

Diagram 1. Lingkup Kegiatan Pengendalian

Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

v

Pengawasan
Pemanfantan Ruang

b

Penertiban
Pemantaatan Ruang

4 ¥ h 4 \id b v
Laporan Pemantauan Evaluasi Sanksi Sanksi Sanksi
Perubahan Penyimpangan Rencana Administratif | | Perdata Pidana
Pemanfhatan Pemanfaatan Pemanfaatan

Ruang Ruang Ruang
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Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam
bentuk penertiban langsung dan penertiban
tidak langsung. Penertiban langsung yaitu
melalui mekanisme penegakan hukum yang
diselenggarakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Se-
dangkan penertiban tidak langsung vyaitu
dalam bentuk pengenaan sanksi disinsentif
pemanfaatan ruang yang dapat diselengga-
rakan antara lain melalui pengenaan retri-
busi secara progresif atau membatasi pe-
nyediaan sarana dan prasarana dasar ling-
kungannya.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang bher-

kenaan dengan penertiban adalah:

e Sanksi administratif, dapat berupa tin-
dakan pembatalan izin dan pencabutan
hak. Sanksi ini dikenakan atas pelang-
garan pepataan ruang yang berakibat
pada terhambatnya pelaksanaan pro-
gram pemanfaatan ruang.

e Sanksi perdata, dapat berupa tindakan
pngenaan denda atau pengenaan ganti
rugi. Sanksi in1 dikenakan atas pelang-
garan penataan ruang yang berakibat
terganggunya  kepentingan seseorang,
kelompok orang atau badan hukum.

e Sanksi pidana, dapat berupa tindakan
penahanan atau kurungan. Sanksi imi
dikenakan atas pelanggaran penataan
ruang yang berakibat terpanggunya ke-
pentingan umum.

Pelaksanaan sanksi diawali dengan per-
ingatan/teguran kepada aktor pembangunan
yang dalam pelaksanaan pembangunannya
tidak scsuai dengan rencana tata ruang yang
dikeluarkan  oleh  Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 1. Pengenaan sank-
si dilaksanakan setelah diberikan peringat-
an/teguran  schanyak-banyaknya tiga kali
dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikelu-
arkannya peringatan/teguran pertama.

¢. Mekanisme Perizinan

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang se-
fain dilakukan melalui pengawasan dan pe-
nertiban, juga dilakukan melalui mekanis-
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me perijinan yang berlaku. Secara umum,
mekanisme perijinan yang diterapkan pada
masing-masing daerah terkait dengan jenis
perijinan yang berfaku di Daerah Tingkat 11
vang bersangkutan. Sebagai contoh: Di Ka-
bupaten Bogor, pengendalian pemanfaatan
ruang yang dilaksanakan melalui mekanis-
me perijinan ditujukan bagi jenis-jenis peri-
jinan seperti Izin Pemanfaatan Ruang
(IPR), Surat Izin Penambangan Daerah
(SIPD), Izin Lokasi (IL), izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Izin Undang Undang
Gangguan/ HO (Hinder Ordonantie).

2.2 Pengertian Ruang

Di dalam UU No. 24/1992 telah ditetapkan
beberapa pengertian yang berkaitan dengan
ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi
ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat ma-
nusia dan mahluk hidup lainnya melakukan
kegiatan serta memelihara kelangsungan hi-
dupnya. Adapun wilayah adalah kesatuan
geografis dengan bentuk dan ukuran menu-
rut pengamatan tertentu, Kawasan adalah
wifayah yang batasnya ditentukan berdasar-
kan lingkup pengamatan fungsi tertentu.

Dalam pembagiannya, ruang dibagi menja-

di beberapa bagian menurut aspeknya:

e Berdasarkan aspek fungsi utama ka-
wasan, kawasan dibagi menjadi dua
kelompok besar, yaitu kawasan lindung
dan kawasan budidaya.

o Berdasarkan aspek fungsi utama ka-
wasan dan aspek kegiatan, meliputi
kawasan perkotaan, kawasan perdesaan
dan kawasan tertent,

¢ Berdasarkan administrasi, ruang terdiri
dari ruang wilayah nasional, provinsi
dan kabupaten.

Adapun pengertian beberapa kawasan meli-

puti:

e Kawasan lirdung adalah kawasan
yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hi-
dup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.
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e Kawasan budi daya adalah kawasan
yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudiyakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya buatan.

o Kawasan tertentu adalah kawasan
yang ditetapkan secara nasional mem-
punyai nilai strategis yang penataan ru-
angnya diprioritaskan.

o Kawasan perdesaan adalah kawasan
yang mempunyai kegiatan utama per-
tantan termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi ka-
wasan sebagai tempat permukiman per-
desaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelavanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan-kawasan tersebut di atas tidak di-
batast oleh batas wilayah administratif dan
terdapat di dalam wilayah nasional. pro-
vinst ataupun kabupaten/kotamadya. Secara
diagramatis pembagian kawasan dapat dili-
hat pada diagram 2.

2.3 Pengendalian Pemanfantan Ruang
Di Wilayah Kabupaten

Pasal 7 UU No.24/1992 menyatakan bahwa
penataan ruang berdasarkan fungsi utama
kawasan meliputi kawasan lindung dan ka-
wasan budidaya. Berdasarkan administrasi
meliputi reang wilayah Nasional, Provinsi
dan  Kabupaten/Kotamadya. Berdasarkan
fungsi kawasan beserta aspek kegiatan me-
liputi kawasan perdesaan, kawasan perkota-
an dan kawasan tertentu. Berkenaan dengan
bahasan topik ini akan dijetaskan mengenai

pengendalian pemanfaatan ruang vang ber-
kaitan dengan kawasan lindung, kawasan
budidaya, kawasan tertentu, kawasan per-
kotaan dan kawasan perdesaan.

Prinsip pengendalian pemanfaatan ruang
untuk seluruh kawasan tersebut sesongguh-
nya tetap mengacu pada kerangka teoritis
yang telah diungkapkan di atas, yaitu dila-
kukan melalul kegiatan pengawasan dan
penertiban serta melalui mekanisme perijin-
an. Namun, terdapat ketentuan tambahan
yang berlaku bagi kawasan lindung, ka-
wasan budidaya maupun kawasan tertentu
vang belum diungkapkan di atas vaitu bah-
wa Pemda Tingkat 1 dan [ serta dinas/ins-
tansi/lembaga berwenang untuk melakukan
pengendalian pemanlaatan ruany sesuai de-
ngan wilayah administrasinya atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku. Sementara pengen-
dalian pemanfaatan ruang Dati 11 dilakukan
berdasarkan pengelolaan kawasan lindung,
kawasan budidaya dan kawasan tertentu
yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW}) Provinsi dan Ka-
bupaten/Kolamadya.

Apabila Pemda Tingkat [l menemui perma-
salahan dalam pelaksanaannya, maka pe-
nyelesaian permasalahannya akan diputus-
kan setelah mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari Gubernur. Uraian selengkapnva
yang berkaitan dengan prosedur, tata cara
dan persyaratan teknis tertentu vang berla-
ku untuk masing-masing kawasan tersebut
disajikan pada pada halaman berikut.

Diagram 2. Diagramatis Pembagian Kawasan

Kawasan Perkotaan

Kawasan Perdesaan

Kawasan Budidaya

Kawasan | Tertentu

Kawasan Lindung

Batas Administrasi Provinst/Kabupaten/Kotamadya

Batas Kawasan
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2.3.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Di Kawasan Lindung

Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang
yang dilakukan di kawasan lindung meli-
puti:

e Penetapan larangan untuk melakukan
berbagai usaha dan/atau kegiatan kecu-
alt berbagai usaha dan/atau kegiatan pe-
nunjang kawasan lindung yang tidak
mengganggu  fungst alam dan tidak
mengubah bentang alam serta ekosis-
tem alam.

o  Pengaturan berbagai usaha dan/atau ke-
giatan yang tetap dapat mempertahan-
kan fungsi lindung.

e Pencegahan berkembangannya berba-
gai usaha dan/atau kegiatan yang meng-
panggu fungsi lindung.

e Pengawasan kegiatan penelitian eksplo-
rasi mineral dan air tanah, serta kegiat-
an lain yang berkaitan dengan pence-
gahan bencana alam agar pelaksanaan
kegiatannya tetap mempertahankan
fungsi lindung kawasan. Hal ini akan
diatur lebth lanjut oleh menteri yang
berwenang  setelah mendapat pertim-
bangan dari menteri terkait lainnya.

Sementara kegiatan penertiban yang dilaku-

kan di kawasan lindung meliputi:

e Penerapan ketentuan yang berlaku ten-
tang Analisis Mengenar Dampak Ling-
kungan (AMDAL) bagi berbagai usaha
dan/atau kegiatan vang sudah ada di ka-
wasan lindung yang mempunyai dam-
pak besar dan penting bagi lingkungan
hidup.

s Penecrapan ketentuan-ketentuan untuk
mengembalikan  fungsi  lindung  ka-
wasan yang telah terganggu fungsi lin-
dungnya secara bertahap dan berke-
lanjutan.

e Penepgakan peraturan yang mewajibkan
dilaksanakannya kegiatan perlindungan
terhadap lingkungan hidup dan rehabili-
tasi daerah bekas penambangan pada
kawasan hndung vang dijadikan lokasi
kegtatan penambangan bahan galian.
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2.3.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
di Kawasan Budidaya

a. Pengawasan

Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang di

kawasan budidaya meliputi:

* Pengkajian dampak lingkungan seba-
gaimana diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan dalam pengembangan
berbagai usaha dan/atau kegiatan teru-
tama yang berskala besar.

¢ Pengawasan terhadap proses pelaksana-
an berbagai usaha dan/atau kegiatan
berdasarkan prosedur dan tata cara pe-
manfaatan ruang di kawasan budidaya
agar terlaksana keserasian antar kegiat-
an pemanfaatan ruang di kawasan budi-
daya tersebut baik di kawasan perkota-
an maupun ¢i kawasan perdesaan.

e Pengawasan terhadap pelaksanaan ke-
giatan penelitian eksplorasi mineral dan
air tanah serta kegiatan lain yang berka-
itan dengan pencegahan bencana alam
di kawasan budidaya agar tetap terjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup,
keamanan dan keberlanjutan usaha dan/
atau kegiatan budidaya lainnya.

e Pengawasan-pengawasan ruang agar ti-
dak terjadi tumpang tindih pemberian
hak pengelolaan lebih dari satu pada
suatu kawasan.

e Pemantauan dan evaluasi secara berka-

la dalam pemanfaatan ruang di kawasan
budidaya.

b. Penertiban

Kegiatan penertiban penvimpangan peman-
faatan ruang yang dilakukan di kawasan bu-
didaya meliputi:

e Penegakan prosedur perijinan pemanfa-
atan ruang untuk menjamin bahwa ru-
ang yang akan dibangun telah sesuai
dengan rencana peruntukan ruang, ke-
tentuan teknik dan kegiatan yang telah
direncanakan sebelumnya.

e Dalam pemberian izin mendirikan ba-
ngunan pada setiap bangunan yang ada,
pemerintah daerah harus memperhati-
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kan prosedur dan ketentuan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
di Kawasan Tertentu

Prosedur kegiatan pengawasan dan pener-
tiban pemanfaatan ruang vang dilakukan di
kawasan tertentu sama dengan prosedur ba-
gi kawasan budidaya (bagi kawasan terten-
tu yang ada di kawasan budidaya) maupun
kawasan lindung (bagi kawasan tertentu
yang ada di kawasan lindung).

2.3.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
di Kawasan Perkotaan dan Ka-
wasan Perdesaan

Kepala Daerah Tingkat 1l berwenang me-
ngendalikan pemanfaatan ruang melalui pe-
ngawasan dan penertiban di kawasan per-
kotaan dan kawasan perdesaan.

1. Pengawasan

Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang
yang dilakukan di kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan, meliputi:

e Pelaporan, dilakukan dengan memberi-
kan informasi secara obyektif dan ber-
kala tentang pemanfaatan ruang yang
dapat juga dilakukan oleh masyarakat
schagai kontrol sosial.

e Pemantauan, dilakukan dengan meng-
amati, mengawast dan memeriksa peru-
bahan kualitas ruang dan lingkungan
termasuk pentlaian perizinan yang telah
diberikan kepada pelaku pembangunan.

e Evaluasi, dilakukan dengan menilai ke-
majuan kegiatan pemanfaatan ruang di-
kaitkan dengan kondisi rencana tata ru-
ang yang ada.

b. Penertiban

Kegiatan penertiban vang dilakukan di ka-

wasan perkotaan dan kawasan perdesaan

meliputi:

e Membuat surat peringatan/teguran da-
lam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang
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yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan.

o Memberikan sanksi dalam hal tidak
efektifnya surat teguran melalui prose-
dur hukum acara yang berlaku.

IIL. OBYEK PENGENDALIAN

Dalam  undang-undang  penataan  ruang,
materi yang menjadi fingkup perencanaan
adalah rencana struktur dan rencana pola
pemantfaatan ruang. Secara umum hirarki
perencanaan meliputi berbagai tingkatan
(diagram 3 dan gambar 1), yailu;

e Rencana strulktur tain raang, yang
merupakan rencana kerangka umum
pembangunan dan tata ruang wilayah
Kabupaten secara menyeluruli. Renca-
na ini memuat batas kawasan budidaya
dan kawasan lindung, serta arahan ke-
giatan utama yang diikat dengan sistem
jaringan prasarana dasar.

e Rencanz blok peruntukan (Hlock

plan) rencana tata ruang kawasan vang
menggambarkan zonasi atau alokasi pe-
manfaatan ruang.

s Rencana tapak kawasan (site plan),

rencana tata ruang blok kawasan yang
menggambarkan antara lain rencana ta-
pak atau tata letak dan tata bangunan
beserta sarana lLingkungan dan utilitas
umum,

° Rencana perpetakan, merupakan pe-

doman rinci teknis pembangunan per-
kaplingan tertentu di suate fungsi petak
tertentu dan merupakas rincian dari
rencana tapak. Rencana ini memuat ko-
ordinat kapling, denah bangunan dan
elevasi kapling.

Settap pelaksanaan pembangunan akan me-
rubah rona kawasan. Perubahan perpetakan
secara kumulatif akan mempengaruhi tapak
kawasan dan perubahan tapak kawasan se-
cara kumulatif akan mempengaruht pula
blok peruntukan, schingga akhirnva akan
mempengaruhi puia rencana struktur ruang
(diagram 4).
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Gambar L. Hirarki Perencanaan
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Diagram 3. Pola Pengaruh Pembangunan Terhadap Tata Ruang

Struktur
Ruang
Mempengaruhi
Blok Blok Blok
Peruntukan Peruntukan Peruntukan
Mempengaruhi
Tapak Tapak Tapak
Kawasan Kawasan Kawasan
Mempengaruhi
Perpetakan Perpetakan Perpetakan
Tanah dan bangunan Tanah dan bangunan Tanah dan bangunan
8 Ry
empengaruhi / Mempcngartﬂ{g \
e

Pembangunan
Terencana

Pembangunan
Tak Terencana

Pembangunan
Terencana

Pembangunan
Tak terencana

Diagram 4. Proscs perubahan rona kawasan akibat pembangunan

Perubahan
Tapak
Kawasan

Perubahan
Blok
Peruntukan

Perubahan
Perpetakan

Perubahan
Struktur

E—— ——p g

Obyek pengendalian dapat dibagy dalam
dua kelompok, yaitu obyck pengawasan
dan obyek penertiban:

a. Obyck kegiatan pengawasan adalah po-
ta perubahan pemantaatan ruang (kegi-
atan pembangunan fisik) yang terjadi,
baik yang sesuat maupun yang tidak se-
suai dengan rencana beserta besaran-
besaran perubahannya.

b. Obyek penertiban adalah pola penyim-
pangan pembangunan terhadap rencana
yvang telah ditetapkan yang meliputi pe-
nyimpangan fungsi, peruntukan dan ke-
tentuan teknis [ninnya,
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IV, KEGIATAN PENGENDALIAN

4.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang di
Dacrah

Dalam rangka mengendalikan pemanfaatan
ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ru-
ang {RTRY}, maka perlu dilakukan dua tahap
kegiatan yaitu pengawasan dan penertiban.

a. Tahap pengawasan

Adalah usaha untuk menjaga kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang
vang ditetapkan dalam RTR. Kegiatan pe-
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ngawasan dimaksudkan untuk mengikuti
dan mendata perkembangan pelaksanaan
pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh se-
mua pihak sehingga apabila terjadi penyim-
pangan pelaksanaan pemanfaatan ruang da-
ri rencana yang telah ditetapkan dapat dike-
tahui dan dilakukan upaya penyelesaiannya.
Upaya penyelesaian penyimpangan peman-
faatan ruang dilakukan melalui jalur admi-
nistrasi dan hukum sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Kegiatan pe-
ngawasan meliputi:

1. Pelaporan, yang meliputi:

e Menyiapkan dan menerima laporan
secara obyektif mengenai pelaksana-
an pemanfaatan ruang.

* Merekapitulasi laporan pelaksanaan
pemanfaatan ruang.

o Meninjau langsung lokasi yang me-
nunjukkan penyimpangan besar/ka-
sus penyimpangan tata ruang.

2. Pemantauan

Kegiatan ini memantau perkembangan
fisik pemanfaatan ruang dengan 3(tiga)
komponen data utama yaitu kependu-
dukan, strukfur ruang dan pemanfaatan
ruang. Kegiatan vang dilaksanakan ada-
lah:

e Penyiapan kerangka acuan pekerja-
an pemantauan dan pembentukan tim
kecil.

e Mengumputkan data dan pemetaan
kondisi fisik wilayah.

e Memeriksa kesesuaian antara data
eksisting dan data RTR tentang ke-
pendudukan,

¢ Memeriksa kesesuaian antara data fi-
sik wilayah eksisting dengan rencana
pemanfaatan ruang,

e Merumuskan temuan penyimpangan,

e Membahas temuan penyimpangan
dan rekomendasi tindak lanjut dalam
forum TKPRD Tingkat 11

e Menyiapkan laporan hasil pemantau-
an kepada Bupati.

e Menyiapkan laporan hasil pemantau-
an kepada instansi tingkat 1 terkait
dan camat.
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3. Evaluasi: kegiatan yang mengevaluasi

kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang.

o Evaluasi temuan penyimpangan pe-
laksanaan pembangunan.

e Evaluasi program-program pemba-
ngunan.

o Evaluasi kinerja instansi pemberi
izin.

b. Tahap Penertiban Pelanggaran Peman-
faatan Ruang

Adalah usaha untuk mengambil tindakan

agar pemanfaatan ruang yang direncanakan

dapat terwujud. Tindakan penertiban ini di-

lakukan dalam bentuk pengenaan sanksi,

baik hukuman maupun denda atas penyim-

pangan RTR. Jenis pengenaan sanksi dila-

kukan atas dasar peraturan perundangan

yang berlaku sebagaimana tertuang dalam

pasal 18 UU No0.24/1992. Adapun rincian

kegiatan dalam tahap penertiban pelanggar-

an tata ruang adalah:

e Menyiapkan langkah-langkah penertib-
an pelanggaran pemanfaatan ruang.

e Membahas langkah penertiban dalam
forum TKPRD Tingkat I1.

¢ Melaporkan kepada Kepala Pemerin-
tahan Daerah tentang rencana tindakan
penertiban,

e Penugasan Tim Khusus untuk melaksa-
nakan koordinasi tindakan penertiban.

e Tim Khusus melaksanakan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang.

4.2 Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran dalam pemanfaatan ruang ada-

lah tindakan pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk-
bentuk pelanggaran dalam pemanfaatan ru-
ang terdiri dari:

1. Pelanggaran Fungsi (PF)

Pemanfaatan tidak sesuai fungsi ruang
yang telah ditetapkan dalam rencana ta-
ta ruang.

2. Pelanggaran Blok Peruntukan (BL)
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan arahan peruntukan ruang yang
telah ditetapkan.
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3. Pelanggaran Persyaratan Teknik (PT)
Pemanfaatan sesuai fungsi dan perun-
tukan, tetapi persyaratan teknis ruang
bangunan tidak sesuai dengan ketentu-
an dalam rencana tata ruang dan pera-
turan bangunan setempat.

4.3 Bentuk Penertiban

Bentuk-bentuk penertiban yang dapat dila-
kukan dalam usaha mencapai “tertib ruang”
adalah:

1. Pencabutan izin yang telah diberikan,
apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang.

2. Kegiatan pembangunan dihentikan un-
tuk sementara dan pihak pelaksana (in-
vestor/masyarakat) diminta untuk me-
menuhi aturan yang sesuai dengan ren-
cana tata ruang setelah dilakukan tegur-
an tertulis sebanyak tipa kaki.

3. Pengenaan denda sesuai dengan pera-
turan perundangan yang berlaku, dan/
atau kurungan,

4. Melalui mekanisme pengendalian, pe-
mulihan fungsi dan pembinaan.

4.4 Langkah-langkah Penertiban

Secara garis besar ada empat langkah yang
perlu ditempuh dalam tindakan penertiban,
yaitu:
1. Pengumpulan Bukti.
Berkaitan dengan bentuk pelanggaran
vang mungkin terjadi dalam pemanfaat-

an ruang, maka dalam pengumpulan -

bukti-bukti pelanggaran terhadap pe-

manfaatan ruang dibutuhkan informasi

kunci mengenai:

e Saat dimulainya kegiatan pemanfa-
atan ruang, apakah dilaksanakan se-
belum atau setelah rencana tata ruang
ditetapkan dan diundangkan.

» Bentuk-bentuk pelanggaran yang di-
lakukan dalam pemanfaatan ruang,.

o Ketentuan/aturan/persyaratan  teknis
yang termuat dalam dokumen per-
izinan.

o Motif pelanggaran, apakah kesenga-
Jaan atau kealpaan.
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2. Pengajuan Bukii
Sesudah bukti-bukti penyebab pelang-
garan terkumpul, langkah berikutnya
adalah mengajukan alat-alat bukti ke
meja pengadilan (persidangan).

3. Pembuktian
Pembuktian menempati posisi peating
dalam pemeriksaan suatu kasus. Hakim
dalam menjatuhkan putusan/vonis akan
berpedoman kepada hasil pembuktian
ini.

4. Pengenaan Sanksi

Bentuk vonis yang akan dikenakan ke-
pada pelanggar dapat berupa sanksi ad-
ministrasi, sanksi perdata, dan/atau
sanksi pidana yang akan disesuaikan
dengan bentuk pelanggaran, motif pe-
langgaran dan waktu terjadinya pelang-
garan.

4.5 Kelembagaan Pencrtiban

Adapun instansi/icimbaga vang dapat me-

laksanakan penertiban pelanggaran adalah:

o Tim Penyidik Pengawai Negeri Sipil

o [nstansi Penerbit zin

e Instansi/tembaga fain vang bertugas da-
lam penertiban

Adapun instansi atau lembaga vang beriu-
gas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pe-
langgaran adalah lembaga peradilan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
an yang berlaku. Selanjutnya guna menge-
fektifkan daya penertiban, Bupati memben-
tuk tim khusus yang bertugas menangani
pembongkaran  bangunan-basgunan  yang
melanggar tata ruang. Thn ini antara lain
terdiri dari unsur Bappeda, [twilkab, Penyi-
dik PNS, Kejaksaan, Dinas teknis terkait
dan Camat.

V. INSTANSE PELAKSAMA PENGEN-
DALIAN

Pada dasarnya, pembagian tugas antar ins-

tansi pemerintah Kabupaten Dati Il di da-
fam menangani urusan pengendatian belum
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diatur secara formal. Selama ini penangan-
an urusan dimaksud masih sepenuhnya
menjadi kebijaksanaan Kepala Daerah se-
tempat. Akibatnya, kinerja pengendalian
pemanfaatan ruang berbeda antara satu ka-
bupaten dengan kabupaten lainnya.

Instansi-instansi di Kabupaten Dati I yang
terkait dengan urusan pengendalian dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

maupun pengendali blok peruntukan
dan penggunaan bangunan.

Instansi Penyelidik dan Penertiban
Pelanggar Tata Ruang

Instansi yang sesuai bidang tugasnya
memproses penegakan hukum, salah
satunya termasuk penegekan peraturan
perundangan yang berkaitan dengan pe-
nataan ruang di Dati 1. Guna mendaya-

1. Bappeda Tingkat 1T gunakan penertiban pelanggaran tata
Instansi yang bertugas mengkoordinasi- ruang, maka instansi Tingkat II terkait
kan penyiapan RTRW Kabupaten Dati dapat digabungkan dalam suatu wadah
It dan pengendali struktur tata ruang (Tim Koordinasi) yang ditetapkan ber-
wilayah Kabupaten. dasarkan Keputusan Bupati Kepala Da-

erah Tingkat II. Anggota Tim dimaksud

2. Dinas Teknik Tingkat I terdiri dari Itwilkab, Bappeda, Dinas

instansi yang bertugas menangani pe-
kerjaan teknis keruangan secara rinci
baik penyiapan rencana rinci tata ruang

Teknis Pemberi Izin, Kejaksaan, Ko-
dim, Camat, Lurah/Kades dan sebagai-
nya.

Tabel 1. Pengaturan Tanggung Jawab Teknik Keruangan

Ne. Instansi Tinghat IT Tanggung Jawab Teknis Produk

Keruangan

Mengkoordinasikan
penyiapan Rencana Pola &
Struktur Tata Ruang
Mengendalikan struktur tata

RTRW Kabupaten Dati 1}
1. Bappeda

Izin prinsip/Fatwa Tata

ruang Ruang
Menyiapkan rencana rinci tata | - Rencana Terperinci
ruang (detail) Tata Ruang

b2

Dinas Teknis*) - Rencana Teknik Ruang
- lzin Site Plan

- IMB

Mengendalikan blok
peruntukan, tapak kawasan
dan penggunaan bangunan

Keterangan:
Dinas Teknis Tingkat It merupakan Dinas Teknis yang terbentuk dari pengembangan organisasi

Dinas PU Tingkat Il yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.80 tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah. Selanjutnya, Dinas PU
Tingkat 11 dapat dikembangkan menjadi tiga Dinas, yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga
dan Dinas Pengairan. Dinas Cipta Karya, sesuai dengan kebutuhan, dapat dikembangkan
menjadi enam Dinas (pola minimal) dan delapan Dinas (pola maksimal). Sebagai contoh, bila di
Kabupaten Dati 1 telah dibentuk Dinas Cipta Karya, maka Dinas ini bertanggung jawab
melaksanakan fungsi sebagai Dinas Teknis sebagaimana tercantum dalam kolom No.2 di atas.
Namun apabila Dinas Tata Ruang Kabupaten telah dibentuk, maka tugas sebagaimana No.2 di
atas menjadi tanggung jawab Dinas Tata Ruang,.
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VL. KESIMPULAN

1. Pengendalian pemantaatan ruang dila-
kukan dalam rangka mencapai konsis-
tensi pemanfaatan ruang dengan renca-
na tata ruang vang telah ditetapkan. Pe-
rencanaan tata ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang merupakan dua sisi
koin mata vang.

2. Mekanisme pengendalian pemanfaatan
ruang diselenggarakan melalui kegiatan
pengawasan, penertiban dan pemberian
perijinan pembangunan. Ketiga kegiat-
an tersebut saling terkait dan meleng-
kapi satu sama lainnya, serta harus di-
laksanakan secara terpadu dan konsis-
ten.

3. Pengendalian pemanfaatan ruang yang
ditakukan di Kabupaten Dati Il mempu-
nyai pendekatan tersendiri, mengingat
obyek pengendalian yang berkarakteris-
tik wilayah. Atas dasar ttu, perlu dike-
nali terlebih dahulu rona wilayah yang
terdirt atas Kawasan Lindung dan Ka-
wasan Budidaya serta Kawasan Perko-
taan, Perdesaan dan Tertentu.

4. Setiap pelaksanaan pembangunan fisik
akan merubah rona kawasan. Perubah-
an perpetakan tanah dan bangunan se-
cara tidak langsung akan mempenga-
ruht tapak kawasan. Perubahan tapak
kawasan secara kumulatif akan mempe-
ngaruhi pula blok peruntukan, sehingga
akhirnya akan mempengaruhi wujud
pola dan struktur ruang secara kese-
lurthan.

5. Pengaturan instansi Tingkat I Kabupa-

ten yang bertanggung jawab menangani
pekerjaan pengendalian. hendaknya di-
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kaitkan aatara instansi yang bertang-
gung jawab dalam penytapan perenca-
naan tata ruang sckaligus berlanpgung
jawab sebagai pengendalinya. Hal ini
agar rencana tata ruang (tolok ukur) dan
penerapannya di lapangan dapat diken-
dalikan secara efektif oleh instansi
Tingkat H yang berwenang,.
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